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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 16, Pasal
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017, perlu menetapkan Pedoman Standar
Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro;

. bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dalam rangka mempermudah Pemerintah Daerah
dan pengguna informasi untuk memperoleh
informasi serta dalam rangka pelaksanaan
pelayanan dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada hurug a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku
Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Standar
Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro.
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota
Dalam  Lingkungan  Provinsi Jawa  Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan
Informasi Badan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2
Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017

tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017
tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten
Bojonegoro.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro tentang Standar Operasional Prosedur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam
keputusan ini meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar
Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);

b. Standar Operasional Prosedur Layanan
Permohonan Informasi Publik;

c. Standar Operasional Prosedur Penanganan
Keberatan Informasi Publik;

d. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa
Informasi Publik.

e. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
Informasi Publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 8 Maret 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Selaku

/ Ketua Pejabat Pengelolg Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro




Menetapkan

KESATU

KEDUA

/" Ketua Pejabat Pengelol

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro tentang Standar Operasional Prosedur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam
keputusan ini meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar
Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);

b. Standar Operasional Prosedur Layanan
Permohonan Informasi Publik;

c. Standar Operasional Prosedur Penanganan
Keberatan Informasi Publik;

d. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa
Informasi Publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 8 Maret 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Selaku
Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
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